
 

i 
 

 

 

MEKANISME  PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN 

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 

BONDOWOSO 

 

 calculating and reporting mechanism of the land and building taxation in the 

regional  revenue agency in Bondowoso 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

Oleh  

Ani Suryani 

NIM. 170903101026 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS JEMBER 

2020  

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

ii 
 

 

 

MEKANISME  PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN 

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN 

BONDOWOSO 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) 

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember 

 

Oleh  

Ani Suryani 

NIM. 170903101026 

  

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS JEMBER 

2020 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

iii 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

1. Ayahanda Suwoto dan Ibunda Tri Surtini, orang tua terkasih yang 

senantiasa mendoakan, berjuang dan memberikan kasih sayang serta 

dukungan kepada saya. 

2. Kakek  Abdul wahid dan kakek Fatkhur Rohman Tohir yang selalu 

memberikan doa dan semangat. 

3. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, semoga 

ilmu yang Bapak-Ibu berikan dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal 

baik oleh Allah SWT. 

4. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

  

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

iv 
 

MOTTO 

 

 

“Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka 
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RINGKASAN 

 

Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Bondowoso; Ani 

Suryani, 170903101026; 113 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu 

pajak pusat dan pajak daerah.  Adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah PBB P2 dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan 

Tugas Akhir ini penulis mengambil tema PBB-P2 yang dikenakan terhadap 

orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan 

memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai dan memperoleh 

manfaat atas bangunan. 

PBB-P2 termasuk dalam pajak daerah dimana pengelolahannya 

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah. Perhitungan 

besaran pajak bumi dan bangunan terutang melalui official assesssment system 

dimana Badan Pendapatan Daerah yang menetapkan besaran pajak terhutang. 

Perhitungan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). Data yang diisikan dalam SPOP dan 

LSPOP selanjutnya dapat ditentukan besaran NJOP tanah dan bangunan. 

Perhitungan dilakukan setelah penetapan dan penilaian terhadap objek pajak. Tarif 

yang ditetapkan di kabupaten Bondowoso yaitu  untuk NJOP sampai dengan Rp. 

1000.000.000,- (satu miliyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga 

belas perseratus) dan untuk NJOP diatas Rp. 1000.000.000,- (satu miliyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus). Ketetapan tersebut 

berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). SPPT tersebut lalu dicetak 

dan dikirim ke  kantor Kecamatan yang ada di Bondowoso. Untuk pelaporannya, 

Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Bondowoso melakukan pelaporan setiap 
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tahunnya kepada bupati, laporan tersebut dilakukan setiap akhir tahun. Laporan 

tersubut digunakan untuk laporan pertanggungjawaban wajib pajak kepada 

pemerintah daerah. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor:0088/UN25.1.2/SP/2020, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara yang berhasil adalah negara yang mampu menunjukkan 

keberhasilannya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat 

ditentukan oleh adanya kemampuan bangsa  agar dapat memajukan kesejahteraan 

masyarakat. Kesejahteraan bangsa tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

Salah satu usaha negara guna mencari pembiayaan tersebut adalah dengan 

memungut pajak. 

Peran pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi, memperlancar  stabilitas keuangan negra dan menambah 

pendapatan kas negara. Pajak juga memiliki fungsi yaitu pajak sebagai sumber 

dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalan 

bidang sosial dan ekonomi. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan 

negara diharapkan selalu meningkat dari tahun ketahun. Pemerintah berupaya 

menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menggantikan hasil 

minyak dan gas bumi. Pada dekade 1970-an, sektor migas menjadi penyumbang 

terbesar pemasukan negara sehingga pemunggutan pajak menggunakan peraturan 

warisan kolonial. 

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak orang pribadi atau 

wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut lembaga 

pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua golongan yaitu pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak pusat adalah pajak yang administrasinya dikelolah oleh pemerintah 

pusat yakni Kementrian Keuangan, khususnya oleh Direktorat Jendral Pajak. 

Pajak pusat yang dikelolah oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu: 
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1.  Pajak Penghasilan (PPh) adalah  pajak langsung dari pemerintah pusat yang 

dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik 

Indonesia.  

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang 

pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena 

Pajak dikenakan PPN.  

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) selain dikenakan PPN atas 

barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan 

PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: 

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok 

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu 

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi 

d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, 

Pajak daerah yaitu pajak yang pelaksanaan administrasinya dilakukan oleh 

pemerintah daerah yang dibedakan  lagi menjadi pajak provinsi dan pajak 

kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermontor, Bea 

Perolehan Balik Nama Kendaraan Bermontor, dan Pajak Bahan Bakar. Sedangkan 

pajak kabupaten atau kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak 

Penerangan Jalan, dan lain sebagainya. (Priantara,2016) 

Selain pajak-pajak yang disebutkan diatas, ada satu jenis pajak yang 

dikelolah oleh dua lembaga (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yakni 

Pajak Bumi dan Bangunan. PBB dikenakan setiap tahun terhadap objek PBB 

yaitu bumi, bangunan, atau bumi dan bangunan. Karena pengelolahannya 

dipegang oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) maka PBB dikatagorikan sebagai 

pajak pusat. Namun, dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah maka segala bentuk administrasi dan 

pengelolahan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) diahlikan kepada 

pemerintah daerah. Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada 
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pemerintah daerah terhitung sejak 31 Desember 2103 bersadarkan PMK 

Nomor15/PMK.07/2014 pasal 2. Pelaksanaan dan penetapan PBB P2 diatur 

berdasarkan peraturan bupati atau walikota tempat objek pajak berada. 

Pajak Bumi dan Bangunan PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi 

dan bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi 

dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Wajib pajak dalam PBB belum tentu yang memanfaatkan bumi dan atau 

bangunan tersebut. (Sri dan Suryo, 2006) 

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu intansi yang  dipilih 

secara langsung oleh pemerintahan pusat dan memiliki andil dalam melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keungan atau pendapatan. 

Badan Pendapatan Daerah Bondowoso merupakan instansi yang berwenang 

mengelolah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah yang dikelolah oleh 

Badan Pendapatan Daerah Bondowoso diantaranya yaitu Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak 

Hotel, Pajak Retoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB).  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso tahun 2019 

No. Jenis Pajak Anggaran Realisasi % 

1. Pajak Hotel 967.623.197 1.084.750.037 112,105% 

2. Pajak Restoran 2.578.130.002 3.300.916.764 128,035% 

3. Pajak Hiburan 47.248.500 101.129.000 214,036% 

4. Pajak Reklame 1.016.641.597 1.016.669.418 100.003% 

5. Pajak Penerangan Jalan 13.717.576.344 13.772.866.563 100,403% 

6. Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

10.176.000 17.001.360 167,073% 

7. Pajak Parkir 84.401.600 192.710.220 228,325% 
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8. Pajak Air Bawah 

Tanah 

137.061.854 186.292.194 135,918% 

9. PBB-P2  15.690.000.000 12.080.160.543 76,993% 

10. BPHTB 4.550.000.000 5.134.911.787 112,855% 

Jumlah  38.798.859.094 36.887.407.886 95,07% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Bondowoso 

 Berdasarkan tabel target dan realisasi diatas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu jenis pajak yang memiliki target 

penerimaan APBD paling tinggi, yaitu sebesar  Rp. 15.690.000.000. akan tetapi 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki persentase 76.993% 

dari target penerimaan yang sudah ditentukan, hal tersebut mengakibatkan 

penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 rendah dibandingkan dengan pajak daerah 

yang lainnya melebihi 100% dari penerimaan target.  

 Namun potensi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari 

tahun 2018 ketahun 2019 mengalami peningkatan. Berikut penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 

selama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan ditangani oleh 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.  

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2 Oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bondowoao tahun 2018-2019 

Tahun  Target Realisasi Perse

ntase 

 SPPT Jumlah  SPPT Jumlah % 

2018 351.666 Rp 15.689.326.689 267.057 Rp 11.182.571.594 71,30 

2019 352.756 Rp 15.690.000.000 283.839 Rp 12.080.160.543 76,99 

 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Tahun 2020  

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2018-2019 di  

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memperoleh pendapatan dari 
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sektor PBB-P2 mengalami peningkatan, meskipun peningkatan yang terjadi tidak 

terlalu tinggi. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah 

satu faktor pemasukan bagi daerah khususnya Kabupaten Bondowoso yang cukup 

potensial dan berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah karena objek 

pajak adalah seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Bondowoso bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atau 

memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Peraturan mengenai Perhitungan  

Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Peraturan Bupati 

Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Berdasakan uraian diatas, penulis akan membahas bagaimana mekanisme 

perhitungan  dan pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) tersebut. Dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini Penulis menggambil 

judul “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana mekanisme perhitungan  

dan pelaporan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk 

mengetahui dan memahani serta menjabarkan mekanisme perhitungan dan 

pelaporan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan 

Pendapatan Daerak Kabupaten Bondowoso. 

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Bagi mahasiswa 
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1) Menjadi sarana untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah 

dipelajari di kanpus. 

2) Mengetahui situasi di lapangan dan dapat membandingkan 

antara teori yang telah didapat dengan praktinknya. 

3) Menambah wawasan mahasiswa berkenaan dengan situasi di 

dunia kerja, khususnya dalam bidang keuangan dan perpajakan. 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama 

antara pihak universitas dengan instansi yang bersifat akademis 

ataupun organisasi. 

2) Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi mahasiswa lain 

yamg akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata. 

3) Menilai sejauh mana mahasiswa dapat menerapkan displin 

ilmunnya di dunia kerja. 

c. Bagi instansi 

1) Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama 

antara pihak unuversitas dengan instansi yang bersifat 

akademis ataupun organisasi 

2) Membantu mahasiswa dalam mengetahui suasana kerja di 

instansi terkait dan memberi wawasan khususnya mengenai 

Pajak Bumi dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mekanisme, Perhitungan, dan Pelaporan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) tahun 2016, mekanisme 

yaitu cara kerja. Sedangkan pengertian lain yaitu hal saling bekerja seperti mesin 

(jika satu bergerak, maka lainnya ikut bergerak). Makna pengertian tersebut yaitu 

cara kerja dalam suatu organisasi dengan melakukan interaksi bagian satu dengan 

bagian lainnya dalam suatu sistem demi berjalannya kegiatan sesuai dengan 

tujuan. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, perhitungan 

adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) untuk memperhitungkan. 

Perhitungan merupakan proses yang sistematis untuk mendapatkan hasil. Untuk 

melakukan perhitungan membutuhkan suatu cara (rumus) tertentu karena hasil 

yang diinginkan tidak terpapar jelas sehingga memerlukan tahapan-tahapan 

perhitungan tertentu. 

 Dalam KBBI (2016), pelaporan merupakan proses, cara perbuatan 

melaporkan. Pelaporan dilakukan sebagai langkah pemberian bahan atau 

keterangan secara objektif atau berdasarkan kenyataan. Biasanya, pelaporan berisi 

catatan informatif tentang kegiatan tertentu sebagai bentuk pertanggung jawaban 

kepada pihak terkait. 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Definisi, Unsur, dan Asas Perpajakan 

 Definisi pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Rochman Soemitro (dalam Mardiasmo : 

2016) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 

yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar perngeluaran 

umum”.   

 Dari definisi diatas, dapat diketahui ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut: 

1. Dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

2. Tidak adanya imbalan secara langsung bagi pembayar pajak oleh pemerintah. 

3. Hasil dari pemungutan pajak digunakan pembiayaan umum dalam kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Mardiasmo : 2016  beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak meemungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dengan kekuatan undang-

undang dan aturan pelaksanaannya. 

3. Tidak menerima imbalan langsung (Kontraprestasi) dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 Asas perpajakan yang dikenal sampai saat ini yaitu berasal dari Smith 

dalam Waluyo (2017) yang mengatakan bahwa pemungutan pajak harus 

memenuhi empat syarat yaitu: 

1. Asas kesamaan atau keadilan (Equality) 

Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan 

secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP 

(ability to pay) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu 

membayar pajak. 

2. Asas kepastian (Certainty)  
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Pajak dilakukan secara pasti dan tidak sewenang-wenag. Dengan asas ini 

diharapkan WP dapat mengetahui berapa  besar pajak yang terhutang secara 

pasti serta mengetahui kapan pembayaran dan pelaporan harus dilakukan. 

3. Asas kenyamanan (Convenience) 

Wajib pajak membayar pajak saat tidak dalam keadaan yang sulit atau saat 

wajib pajak mampu membayarkan pajaknya. Dalam artian pemungutan pajak 

dilakukan saat diterimanya penghasilan. 

 

4. Asas ekonomis (Economy) 

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin. 

 

2.2.2  Fungsi Pajak  

 Menurut Priantara (2016), fungsi pajak adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Budgetair (pendanaan) 

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak 

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara 

optimal berdasarkan undang-undang. Upaya memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan 

ektensifikasi. Kebijakan intensufikasi berkaitan dengan upaya menggali 

potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaannya sedangakan 

ektensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak yang terdaftar. 

2. Fungsi Regulair (mengatur)  

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan karena pajak yang 

digunakan sebgai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya 

diluar bidang keuangan. Meskipun bukan fungsi utama, fungsi regulair pada 

ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal 

dari pemerintah yang menjadi mitra dari kebijakan moneter oleh Bank Sentral 

(Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur: 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

10 
 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pengenaan pajak 

atas barang mewah dimaksudkan agar masyarakat tidak banyak 

mengkonsumsi barang mewah. 

b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi 

barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar 

cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja 

domestik.  

c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu 

bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan 

percepatan pembangunan. 

3. Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi juga disebut dengan fungsi pembiayaan yaitu pajak yang 

diperoleh oleh masyarakat akan dialokasikan atau digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. 

2.2.3 Sistem, Asas dan Syarat Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

terdapat 3 sistem pemungutan, yaitu antara lain: 

1. Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang 

untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang berada pada 

pemungut pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif karena timbulnya utang 

pajak menunggu surat ketetapan dari fikus. Dalam sistem pemungutan pajak 

ini berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada peran fiskus. 

2. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak 

berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajaknya. Fiskus tidak ikut memperhitungkan besarnya pajak terutang kecuali 

wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya 
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pemungutan pajak bergantung pada perak aktif dan kesadaran wajib pajak 

untuk membayar pajaknya. 

3. Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak 

yang terutang dihitung dan dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bukan 

wajib pajak ataupun fiskus. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bendaharawan 

instansi. 

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Priantara (2016:8) yaitu: 

1. Asas domosili atau tempat tinggal 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik 

atas penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Asas Sumber  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa 

memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau tidak. 

Asas ini dipakau pada PPh Pasak 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang 

memperoleh dan/atau menerima penghasilan dari Indonesia. 

3. Asas kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status 

kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang. 

 Pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka perlu diadakannya syarat dalam pelaksanaan pemungutan pajak, 

(Mardiasmo:2016) yaitu: 

1. Syarat Keadilan (Pemungutan Pajak Harus Adil) 

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, Undang-Undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta 

sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. sedangkan adil 

pelaksanaanya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan 
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banding kepada Pengadilan Pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat 

yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari 

adil yang dimaksud yaitu: 

a. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-

Undang. 

b. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus 

menyetorkan pajaknya. 

c. Adanya sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi. 

2. Syarat Yuridis (Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang) 

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi 

“Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang”, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

Undang-Undang tentang pajak yaitu: 

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-

Undang tersebut harus dijamin kelancarannya. 

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum. 

c. Jaminan hukum akan terjaga kerahasiaan bagi wajib pajak 

3.  Syarat Ekonomis (pemungutan Pajak Tidak Menganggu Perekonomian) 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya tidak sampai 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugukan masyarakat dan 

menghambat lajunya usaha masyarakat pemsok termasuk kecil dan 

menengah. 

4. Syarat Finansial (Pemungutan Pajak Harus Efisien) 

Sejalan dengan fungsi budgetair, pajak merupakan sumber utama penerimaan 

negara yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran negara. Biaya 

pemungutan harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Syarat Sederhana (Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana) 

Sistem pemungutan yang sederhanaakan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
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dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. 

 

2.2.4 Pengelompokan dan Tarif Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018), perbedaan penggolongan pajak didasarkan 

pada suatu kriteria tertentu seperti siapa yang membayar pajak, dan sifat-sifat 

yang melekat pada pajak. 

1. Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang membebankan langsung kepada WP 

yang berkewajiban membayar pajaknya dan tidak dapat diahlikan kepada 

orang lain. Contohnya PPh. 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan 

ke pihak lain. Contohnya PPN dan Pajak Penjualan. 

2. Menurut Sifat 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan subjek 

pajaknya terlebih dahulu, setelah itu menentukan objek pajaknya. 

Contohnya PPh. 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek 

pajaknya terlebih dahulu selanjutnya baru subjek pajaknya. Contohnya 

PBB. 

3. Menurut Lembaga/Instansi Pemungut 

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Bea Materai,  PBB P3  dan Cukai. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 

Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. 

Contoh Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermontor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermontor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermontor, 

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota contohnya: 

Pajaka Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan,PBB P2 dan 

Pajak Penerangan Jalan. 
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Terdapat juga penggolangan tarif dalam  pajak yang dibedakan menjadi 4 

tipe menurut Priantara (2016), antara lain: 

1. Tarif Tetap 

 Besarnya pajak yang terhitung dengan menerapkan tarif pajak konstan  

berapapun nilai dasar penegenaan pajaknya. Penerapan tarif tetap ini terdapat 

pada bea materai. Contoh: 

Dasar Pengenaan pajak Tarif Pajak Utang Pajak 

Rp 1.000.000 Rp 6.000 Rp 6.000 

Rp 10.000.000 Rp 6.000 Rp 6.000 

Rp 100.000.000 Rp 6.000 Rp 6.000 

Rp 1000.000.000 Rp 6.000 Rp 6.000 

dan seterusnya  Rp 6.000 Rp 6.000 

  

2. Tarif Proposional 

Suatu tarif berupa persentase konstan yang diterapkan terhadap berapapun 

nilai DPP. Pajak terurang akan meningkat apabila DPP meningkat dan 

sebaliknya  pajak terutang menurun apabila DPP menurun. Kenaikan atau 

penurunan bersifat sebanding. 

Dasar Pengenaan pajak Tarif Pajak Utang Pajak 

Rp 1.000.000 10% Rp 100.000 

Rp 10.000.000 10% Rp 1.000.000 

Rp 100.000.000 10% Rp 10.000.000 

Rp 1000.000.000 10% Rp 100.00.000 

dan seterusnya  10%  

 

3. Tarif Degresif 

Tarif yang berupa persentasi yang semakin menurun yang diterapkan apabila DPP 

semakin meningkat. Penerapan tarif degresif untuk menghitung pajak terhutang 

menerapkan lapisan pajak. tarif degresif tidak digunakan di Indonesia karena 

membebani orang berpenghasilan kecil. Contohnya: 
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Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak 

s.d Rp 50.000.000 30% 

>Rp 50.000.000 s.d. Rp 200.000.000 20% 

>Rp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000 10% 

>Rp 500.000.000 5% 

 

4. Tarif Progresif 

Tarif berupa persentasi yang semakin meningkan apabila dasar pengenaan 

pajaknya meningkat. Tarif progresif menerapkan lapisan taris pajak. 

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan 

ketoga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentanf Pajak Penghasilan, 

taris progresif diterapkan untuk WP orang pribadi dalam negeri dengan 

lapisan tasif sebagai berikut: 

Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan 

s.d Rp 50.000.000 5%  

>Rp 50.000.000 s.d. Rp 200.000.000 15% 10% 

>Rp 200.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25% 10% 

>Rp 500.000.000 30% 5% 

 

2.3 Pajak Daerah 

2.3.1  Defenisi Pajak Daerah  

  Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah 

Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada 

pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan 

kepentingan umum disuatu daerah. Contohnya: pembangunan jalan, jembatan, 

pembukukaan lapangan pekerjaan baru, kepentingan pembangunan lainnya. 
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Selain itu pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah 

satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah yang digunakan pemerintah daerah 

untuk menjalankan program-program kerja (Siahaan:2016). 

Menurut Mardiasmo : 2016 terdapat beberapa pengertian atau istilah yang 

terkait dengan Pajak daerah yaitu: 

a. Daerah Otonom, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-

batasab wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah 

dan kepentingan masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha, meliputi persoalan 

terbatas, persero komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial polotik atau 

organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah 

 Dasar hukum pemungutan pajak daerah tercantum pada Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. 

3.2.3 Jenis Jenis Pajak Daerah 

Jenis-jenis pajak daerah  dibagi menjadi 2, menurit Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yaitu: 

1. Pajak Provinsi 

a. Pajak Kendaran Bermotor (PKB). 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

d. Pajak Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten atau kota 
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a. Pajak Hotel, 

b. Pajak Restoran, 

c. Pajak Hiburan, 

d. Pajak Reklame, 

e. Pajak Penerangan Jalan, 

f. Pajak Penerangan Bukan Logam dan Batuan, 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak air tanah, 

i. Pajak Sarang Burung Walet, 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 

 

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Dalam penjelasan Siahaan (2013:98) pemungutan pajak daerah diatur 

dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdapat 3 

sistem pemungutan pajak daerah di Indonesia saat ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Self Assessment System  

Dalam sistem ini wajib pajak sangat andil dalam kewajiban perpajakannya, 

pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang.  

b. Official Assessment System 

Dalam sistem ini kepala daerah berhak untuk menetapkan besaran pajak 

melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah. Wajib pajak hanya membayar pajak tanpa 

perlu menghitung dan menetapkan besaran pajak. contohnya: PBB-P2. 

c. With Holding System 

Dalam sistem ini orang ketiga yang membantu wajib pajak dan fiskus dengan 

tujuan memungut pajak pada wajib pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah. 
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2.3.4 Pajak Bumi dan Bangunan 

Menrut Setiawan dan Musri (2006:325) pajak bumi dan bangunan adalah 

pajak yang objek pajaknya berupa bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat atau Ditjen Pajak. Ketertiban pemerintah daerah 

kare persentase pembagian penerimanya sebagian besar dialokasikan ke 

pemerintah daerah. 

Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar terberntuknya 

keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karen apemerintah 

daerah bertindak sebagai pengatur dan agar pemerintah daerah tidak memutuskan 

PBB atas kemauannya sendiri. 

 Dasar Pengenaan PBB-P2 menurut Isnanto (2014:11) yaitu Nilai Jual 

Objek Pajak yang disingkat NJOP. Besaran NJOP ini dilihat dari harga rata-rata 

yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar, jika tidak 

terjadi transaksi jual beli maka NJOP dilihat dari perbandinganharga wajar dan 

atau bagunan sejenis. 

 Tarif PBB menurut Isnanto (2014:12) dikenakan tarif tunggal sebesar 

0.5%. Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menetapkan untun 

PBB-P2 paling tinggi 0.3%. tarif PBB-P2 tiap daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah seperti Peraturan Bupati atau Petaruran Walikota. 

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Banguan 

  Pengertian PBB P2 menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 

Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 

Perdesaan dan Perkotaan pasal 1 ayat 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatakan ileh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkrbunan, 

perhutanan dan pertambagan. 
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2.4.2 Dasar Hukum PBB-P2 

  Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah Bondowoso yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah. 

2. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.  

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah. 

 

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2 

  Sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang dimaksud subjek 

dan wajib pajak adalah: 

1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau 

memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

2. Wajib Pajak PBB-P2 adalah pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hat atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan.atau memiliki, 

menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. 

 

2.4.4 Objek Pajak PBB-P2 

Objek pajak PBB-P2 berdasarkan Pasal 63 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 

yaitu: 

1. Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan 

2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 
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a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 

hotel pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan 

kompleks bangunan tersebut. 

b. Kolam renang. 

c. Pagar mewah. 

d. Tempat olah raga. 

e. Taman mewah. 

f. Menara. 

 

2.4.5 Bukan Objek Pajak PBB-P2 

Bumi dan Bangunan merupakan Objek Pajak PBB-P2, namun terdapat 

pengecualian Objek Pajak dalam PBB-P2 yang tercantum dalam Pasal 63 ayat 3 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah.  

a. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan pemerintah. 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

 

2.4.6 SPOP, LSPOP, SPPT, SKPD, DHKP, STTS, dan TTS 

Sesuai yang tertera dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Bondowoso SPOP, LSPOP, SPPT, SKPD, DHKP, STTS, 

dan TTS adalah: 
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a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan wajib 

pajak untuk melaporkan data objek dan subjek pajak Pajak Bumi dan 

Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

b. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) adalah lampiran surat 

yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan rincian data objek dan subjek 

pajak Pajak Bumi dan Banguna sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat untuk 

pemberitahuan besarnya pajak Pajak Bumi dan Banguna sektor Perdesaan dan 

Perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak. 

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang. 

e. Daftar Himpun Ketetapan Pajak (DHKP) adalah rekapitulasi ketetapan pjak 

terhutang masing-masing Desa atau Kelurahan. 

f. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) adalah bukti sah pembayaran PBB-P2 

dari bank tempat pembayaran yang diterima oleh wajib pajak. 

g. Tanda Terima Sementara (TTS) adalah bukti pembayaran PBB-P2 yang 

bersifat sementara guna mendapatkan STTS yang diberikan oleh tempat 

pembayaran PBB-P2 untuk wajib pajak. 

 

2.4.7 Dasar Perhitungan, Perhitungan dan Tarif PBB-P2 

Pasal 65 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 

2010 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah 

NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

Penetapan NJOP dilakukan oleh Bupati. Cara perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  yang terhutang tercantum pada pasal 66  

yaitu dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau NJOP yang 

sudah dikurangi dengan Nilai jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 

10.000.000.  
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Cara perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif Pajak x (NJOP-NJOPTKP)    

 Tarif PBB-P2 yang ditetapkan di Bondowoso sebagai berikut: 

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas perseratus. 

b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) ditetapkan 

sebesar 0,20% (nol koma dua puluh perseratus). 

 

2.4.8 Tahun, Saat dan Tempat dam Menentukan Pajak Terhutang 

Menurut Setiawan dan Hardi (2006:127) sehubungan dengan pelaksanaan 

PBB, wajib pajak memerhatikan tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan 

pajak terhutang atau yang harus dibayar. Tahun pajak pada PBB adalah waktu 

satu takwim. Tahun takwim adalah masa dari tanggal 1 Januari sampai 31 

Desember. Saat menetukan pajak terhutangnya adalah menurut keadaan objek 

pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau 

perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai 31 

Desember tahun berjalan akan dikenakan Pajak pada tahun Berikutnya. 

Tempat pajak terhutang adalah sebagai berikut: 

1. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta; 

2. Untuk daerah lainnya, di wilayang Kabupaten Daerah Tingkat II atau 

kotamadya yang meliputi objek kota. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilakukan oleh penulis setelah 

menyelesaikan tahapan-tahapan atau prosedur di Fakultas maupun di Daerah 

tempat Praktik Kerja Nyata (PKN). Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

(PKN) pada Bapan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Jl. Khairil Anwar 

No.279 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Pada instansi tersebut, penulis 

ditempatkan pada pelayanan PBB-P2 dan BPHTB oleh Kasie Intens dan Eksten 

Bidang PBB-P2 dan BPHTB yang bernama Ibu Erika Rachmawati, S.Sos. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

 Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

0088/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan 

bulan Maret 2020 di Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Bondowoso. 

 Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu: 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso. 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.00-15.45 WIB 12.00-13.00 WIB 

Jum’at 07.00-11.00 WIB - 

Sabtu-Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Paktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bondowoso penulis mengambil judul “Mekanisme Perhitungan dan 

Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan 

Pendapatan Kabupaten Bondowoso”. Berkaitan dengan judul maka penulis 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

24 
 

ditempatkan di bagian pelayanan PBB-P2 dan BPHTB terhitung selama 2 bulan, 

penulis berada di pelayanan PBB-P2 dan BPHTB secara bergantian. 

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah apel pagi setiap hari senin 

sampai dengan hari kamis. Sedangkan, untuk hari jum’at diadakan kegiatan senam 

pagi. Selama melaksanakan Paktek Kerja Nyata penulis melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan seperti 

melakukan pelayanan pengajuan SKNJOP, membantu wajib pajak dalam 

informasi pembayaran PBB-P2 dan melakukan input data mutasi yang sudah 

diteliti. 

Di sela-sela kegiatan diatas penulis juga mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan PBB-P2 yang dibutuhkan guna 

menjunjang pelayanan Laporan Praktik Kerja Nyata ini. Selain mengumpulkan 

data, penulis juga mengumpulkan Informasi melalui kegiatan wawancara kepada 

staf pelayanan PBB-P2 dan staf pengelolahan data dan informasi PBB-P2 di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.    

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktik Kerja Nyata 

 Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan 

beberapa aktivitas yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Bondowoso. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) 

Waktu 

Pelaksanaan 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(1) (2) (3) 

Senin, 03 

Februari 

2020 

 

a. Mengikuti apel pagi setelah itu 

menemui Ibu Sukma agar 

diarahkan ke bidang yang 

ditentukan. Saya ditempatkan di 

Penulis dapat mengenal 

lingkungan kerja pada 

badan pendapatan daerah 

kabupaten bondowoso. 
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Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

bidang pelayanan PBB P2 dan 

BPHTB. 

b. Perkenalan dan penjelasan dari 

Kepala Bidang PBB P2 dan 

BPHTB dan penempatan ruang 

bagi peserta Praktik Kerja Nyata 

(PKN). 

c. Ditempatkan di ruang pelayanan 

PBB P2 dan BPHTB dan 

bertugas menginput data register 

BPHTB yang telah divalidasi.  

- Bapak Drs. Heru 

Sukamto M.Si selaku 

Sekertaris Badan 

Pendapatan Daerah 

Kab.Bondowoso. 

- Ibu Erika 

Rachmawati, S.Sos 

selaku Kabid 

Intensifikasi dan 

Ekstensifikasi Bidang 

PBB dan BPHTB 

- Ibu Anis syafiah 

selaku bagian 

pelayanan BPHTB 

- Mendapat arahan dari 

ibu anis selaku 

bagian pelayanan 

BPHTB tentang alur 

dalam menginput 

data register BPHTB. 

Selasa, 04 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

c. Mendapatkan penjelasan dari 

bagian pelayanan dalam mengisi 

register BPHTB yang telah 

divalidasi 

Mengetahui pengisian 

register SSPD-BPHTB 

yang telah divalidasi.  

Rabu, 05 

Februari 

2020 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Melayani wajib pajak dalam 

pengajuan SKNJOP 

- Mengetahui 

ketrampilan tentang 

cara pengisian 
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c. Membantu wajib pajak dalam 

mengetahui informasi 

pembayaran PBB 

Pengajuan SKNJOP  

Kamis, 06 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

c. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

 

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

-  

Jum’at, 07 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti senam pagi 

b. Menginput Data Kolektif untuk 

perumahan wajib pajak 

c. Menginput Laporan Hasil 

Penelitian objek data baru Pajak 

Bumi dan Bangunan 

- Mengetahui data 

kolektif wajib pajak 

PBB untuk 

perumahan  

- Mengetahui laporan 

Hasil Penlitian objek 

data baru PBB 

Senin, 10 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi 

d. Menginput Laporan Hasil 

Penelitian objek data baru Pajak 

Bumi dan Bangunan  

e. Stempel Lembar SSPD-BPHTB 

yang diajukan oleh wajib pajak 

dan dijakan arsip oleh bagian 

pelayanan BPHTB 

- Mengetahui laporan 

Hasil Penlitian objek 

data baru PBB 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

Selasa, 11 

Februari 

2020 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Membantu pelayanan dalam 

pengambilan SKNJOP  

- Mengetahui apa saja 

isi yang tertera dalam 

SKNJOP. 
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Penanggung 

Jawab : brian 

palevi 

Rabu, 12 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

c. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

 

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

- Mengetahui 

pengisian register 

SSPD-BPHTB yang 

telah divalidasi. 

Kamis, 13 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

c. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3. 

Jum’at, 14 

Februari  

2020 

Penanggung 

Jawab : 

angga 

Setiawan 

a. Mengikuti senam pagi 

b. Membantu wajib pajak dalam 

pengisian formulir SKNJOP 

- Mengetahui cara 

pengisian formulir 

SKNJOP beserta 

syrat-syaratnya 
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Senin, 17  

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

c. Menginput data kolektif mutasi 

sebagian PBB P2 

d. Menginput permohonan mutasi 

sebagian PBB P2 

e. Mengecek pembayaran wajib 

pajak PBB P2 

f. Melayani wajib pajak yang 

mengajukan SK NJOP 

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

- Mengetahui cara 

input secara online 

tentang PBB P2 

Selasa, 18 

Februari 

2020 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Menginput permohonan mutasi 

sebagian PBB P2 

c. Melayani wajib pajak yang 

mengajukan SK NJOP 

 

- Mengetahui cara 

input mutasi sebagian 

PBB-P2 

- Mengetahui cara 

input secara online 

tentang PBB P2 

Rabu, 19 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : 

Angga 

Setiwawan 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Melayani wajib pajak mengambil  

SKNJOP 

c. Melayani wajib pajak untuk 

informasi pembayaran PBB-P2 

- Mengetahui data apa 

saja yang ada di 

lembar SKNJOP  

 

Kamis, 20 

Februari 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Penjelasan tentang mutasi 

- Mengetahui 

penjelasan tengang 
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2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

seluruhnya pada perusahaan 

c. Menginput data mutasi 

seluruhnya pada perusahaan 

perbedaan mutasi 

seluruhnya pada 

perusahaan 

- Mengetahui cara 

input mutasi 

seluruhnya pada 

Jum’at, 21 

Februari  

2020 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. mengikuti senam pagi  

b. mengikuti sosialisasi bank jatim 

dan equitylife  

- Mengetahui 

sosialisasi bank jatim 

dan equitylife 

Senin, 24 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

jawab : Brian 

palevi 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

c. Melayani wajib pajak untuk 

informasi pembayaran PBB-P2 

- Mengetahui SSPD-

BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

Selasa, 25 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

d. Mengikuti apel pagi  

e. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

f. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

- Mengetahui data 

register BPHTB yang 
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telah divalidasi 

Rabu, 26 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : 

Bapak Rinto 

Dwi 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Stempel SPPT yang telah dicetak 

c. Perkenalan tentang aplikasi yang 

digunakan untuk mutasi PBB-p2 

- Mengetahui bagai 

mana cara 

Pengaplikasian 

mutasi pada PBB-p2   

Kamis, 27 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Stempel SPPT yang telah dicetak 

c. Memotong kertas yang dibuat 

cover DHKP dan menjilid berkas 

DKHP  

d. Pengenalan cara kerja mesin 

cetak SPPT dan STTS 

- Mengetahui cara 

kerja mesin dan 

Proses Cetak SPPT 

dan STTS 

Jum’at, 28 

Februari 

2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti jalan sehat bersama 

karyawan Bapenda 

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

 

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

Senin, 2 

Maret 2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Stempel SPPT yang telah dicetak 

c. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

- Mengetahi dokumen 

pendukung yang 

dilampirkan pada 

lembar SSPD 
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BPHTB.  

 

Selasa, 3 

Maret 2020 

 

Penanggung 

Jawab : 

Bapak Rinto 

Dwi 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Stempel SPPT yang telah dicetak 

c. Penjelasan tentang perhitungan 

PBB-P2 

- Mengetahui 

perhitungan PBB-P2  

Rabu, 4 

Maret 2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti apel pagi  

b. Memotong kertas yang dibuat 

cover DHKP dan menjilid berkas 

DKHP  

c. Melayani wajib pajak mengambil  

SKNJOP 

- Mengetahui lembaran 

SKNJOP 

 

Kamis, 5 

Maret 2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Stempel SPPT yang telah dicetak 

c. Memotong kertas yang dibuat 

cover DHKP dan menjilid berkas 

DKHP  

d. Membantu menata arsip SSPD-

BPHTB yang dijadikan arsip ke 

outner 

- Mengetahui lembaran 

SSPD BPHTB yang 

dijadikan arsip 

 

Jum’at, 6 

Maret 2020 

 

Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

a. Mengikuti senam pagi 

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

- Mengetahui lembar 

SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 
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2, dan 3 

Senin, 9 

Maret 2020 

 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Stempel SPPT yang telah dicetak 

c. Memotong kertas yang dibuat 

cover DHKP dan menjilid berkas 

DKHP  

d. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

 

 

- SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3  

Selasa, 10 

Maret 2020 

Penanggung 

Jawab : Brian 

Palevi 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Melayani wajib pajak mengambil  

SKNJOP 

c. Melayani wajib pajak untuk 

informasi pembayaran PBB-P2 

d. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

e. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

f. Melayani wajib pajak yang 

mengajukan surat keterangan 

NJOP 

- Mengetahui cara 

input secara online 

tentang PBB P2 

- SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

- Mengetahui data 

register BPHTB yang 

telah divalidasi 

 

Rabu, 11 

Maret 2020 

 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB 

beserta dokumen pendukung 

- SSPD-BPHTB yang 

diarsipkan oleh 

bagian pelayanan 
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Penanggung 

Jawab : Ibu 

Anis Safiah 

wajib pajak yang akan dijadikan 

arsip oleh bagian pelayanan 

BPHTB.  

c. Menginput  data register BPHTB 

yang telah divalidasi 

BPHTB yaitu lembar 

ke – 4 dan untuk 

wajib pajak lembar 1, 

2, dan 3 

- Mengetahui data 

register BPHTB yang 

telah divalidasi 

Kamis, 12 

Maret 2020  

 

Penanggung 

jawab : 

Bapak Rinto 

Dwi  

a. Mengikuti apel pagi 

b. Mengalih informasi tentang 

Perhitungan PBB-P2  

c. Stempel SPPT yang telah dicetak 

d. Memotong kertas yang dibuat 

cover DHKP dan menjilid berkas 

DKHP  

- Mengetahui data-data 

yang digunakan 

untuk perhitungan 

PBB-P2 

 

Jum’at, 13 

Maret 2020 

 

Penanggung 

jawab : 

Bapak Rinto 

Dwi 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Melayani wajib pajak mengambil  

SKNJOP 

c. Melayani wajib pajak untuk 

informasi pembayaran PBB-P2 

d. Mengalih informasi tentang 

Perhitungan PBB-P2  

e. Stempel SPPT yang telah dicetak 

f. Memotong kertas yang dibuat 

cover DHKP dan menjilid berkas 

DKHP  

 

- Mengetahui data-data 

yang digunakan 

untuk perhitungan 

PBB-P2 

- Mengetahui cara 

input secara online 

tentang PBB P2 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data 

 Sumber data utama dalam pelaksanaan praktik kerja nyata inin yaitu 

berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 
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dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari subjek atau objek pajak yang 

diteliti. Dalam penyusunan laporan ini data primer berasal dari wawancara 

langsung dengan informan, yaitu Bapak Rinto Dwi Kurniawan sebagai staf 

pengelolahan data dan informasi PBB-P2 (Suryani, Ani. (Pewawancara) & 

Kurniawan, Rinto Dwi. (Narasumber). (2020). [transkrip wawancara]. Ruang 

Bindang PBB P2 dan BPHTB Bapenda Bondowoso). Data sekunder merupakan 

data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan sebagai 

informasi pendukung. Data sekunder dalam penyusunan laporan ini berupa 

artikel, undang-undang, internet, modul, jurnal buku penunjang dan lain 

sebaginya. 

3.3.2 Sumber Data 

 Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui bapak Rinto Dwi 

Kurniawan selaku staf pengelolahan data dan informasi PBB-P2 dan informasi 

tambahan oleh Brian Palevi selaku staf pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dan bapak 

Kusno selaku kepala bidang PBB-P2 dan BPHTB. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bonmdowoso 

adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dikemukakan oleh para 

ahli yang diperoleh dari buku kepustakaan dan literatur yang dijadikan sebagai 

landasan teori dalam rangka melakukan pembahasan kepenulisan laporan ini. 

Disini penulis mengumpulkan pendapat ahli melalui buku, internet dan produk-

produk hukum berupa undang-undang, peraturan bupati, peraturan daerah. 
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b. Observasi  

Dalam metode ini, penulis memperoleh informasi berdasarkan pengamatan 

tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.  

c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan atau diskusi dengan tujuan tertentu yang 

dilaksanakan oleh dua pihak yakni antara penannya dengan seseorang yang 

diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan terkait objek yang diteliti 

(Sugiyono, 2018). Penulis melakukan wawancara kepada pegawai Bapenda 

Bondowoso terkait dengan perhitungan dan pelaporan PBB-P2 oleh Bapak Rinto 

Dwi Kurniawan 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan Praktik 

Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka 

hasil PKN dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan 

Pendapatan Daerah Bondowoso menggunakan official assessment system. 

Tarif yang dikenakan sebesar 0,13% untuk NJOP sampai dengan Rp 

1000.000.000 dan 0,20% untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 yang dihitung 

setiap tahunnya. Perhitungan dilakukan setelah melakukan penilaian dan 

penetapan ke objek pajak. NJOP bumi dinilai berdasarkan Nilai Indikasi 

Rata-Rata (NIR) yang terdapat disetiap zona nilai tanah sedangkan NJOP 

bangunan dinilai berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan. Zona Nilai 

Tanah (ZNT) diperoleh dari harga jual tanah dan membandingkan objek 

pajak lain yang sejenis atau berdekatan. Daftar Biaya Komponen Bangunan 

(DBKB) diketahui melalui SPOP dan LSPOP yang dilaporkan oleh wajib 

pajak. Perhitungan PBB P2 dilakukan dimulai dari penjumlahan NJOP bumi 

dan NJOP bangunan sampai dengan pajak terhutang PBB P2 yang telah 

diatur dalam Peraturan Daerah  Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 

2010. 

b. Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  dilakukan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Bondowoso  dilakukan setiap tahunnya. 

Laporan tersebut digunakan untuk laporan pertangungjawaban wajib pajak  

kepada pemerintah daerah. Biasanya pelaporan dilakukan di akhir tahun yaitu 

bulan Desember oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Baban Pendapatan Daerah 

Bondowoso terkait perhitungan dan pelaporan PBB-P2 penulis memberikan saran 
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dengan harapan menjadi evaluasi tahun berikutnya. Sebaiknya Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bondowoso lebih cermat dalam pelakukan pemutahiran data 

wajib pajak dan melakukan survei lapang agar objek pajak yang mengalami 

perubahan data dapat terbarui. Dengan survei lapang tentunya mengetahui ahli 

fungsi tanah misalnya yang awalnya ranag kosong menjadi ada bangunan, hal 

tersebut pastinya perhitungan PBB P2 mengalamai perunahan dan bisa 

menambah Penerimaan PBB P2. 
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University Press. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktik Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10. Transkrip Wawancara 

Nama Narasumber : Rinto  Dwi Kurniawan 

Hari, Tanggal : 05 Maret 2020 

Pukul   : 09.00 – 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Bondowoso 

Hasil Wawancara 

Pewawancara : Berapa NOP yang dihitung PBB-P2 oleh Bapenda 

Bondowoso? 

Narasumber : Sekitanr 300 ribu lebih NOP yang kami hitung PBB-

P2nya. 

Pewawancara : Bagaimana alur perhitungan PBB-P2 di Bapenda 

Bondowoso? 

Narasumber : Perhitungan PBB-P2 dihitung setelah adanya penilaian 

dan penetapan terhadap objek  pajak. 

Pewawancara : Penilaian tersebut dilakukan dengan cara bagaimana pak? 

Narasumber : Penilaian objek pajak dilihat dari SPOP dan LSPOP yang 

telah diisi oleh wajib pajak dan di laporkan ke Bapenda. 

Jadi dengan data objek  dan rinciannya yang telah 

dilaporkan oleh wajib pajak kami dapat melakukan nilai 

dan kami tetapkan NJOPnya 

Pewawancara : Setelah dinilai dan ditetapkan selanjutnya bagaimana lagi 

pak? 

Narasumber : Penilaian ada dua motode yaitu masal dan indivudual. 

Penjelasan ada di Perbub nanti saya lihatkan. 

Pewawancara : Bagaimana pak perhitungannya? 

Narasumber : Perhitungan dilakukan menggunakan aplikasi SISMIOP 

didalamnya jadi dari pengisian data yang disampaikan oleh 

wajib wajak kita isi dalam form dalam menu di SISMIOP.  
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Pewawancara : SISIMIOP itu apa Pak? 

Narasumber : Sistem Informasi Objek Pajak yang berupa database. 

Tujuan adanya SISMIOP agar pelaksanaan administrasi 

PBB-P2 lebih sederhana dan cepat. 

Pewawancara :Oh Jadi begitu pak.  

Narasumber : Untuk membantu proses perhitungan NJOP tanah dan 

bangunan dikenal dengan CAV (Computer Assisted 

Valaution). 

Pewawancara : Untuk Perhitungannya PBB-P2 terhutang bagaimana pak? 

Narasumber : Pertama mengopi data tahun sebelumnya yang didapat 

dari SPOP dan LSPOP tadi. Selanjutnya melakukan 

pembuatan DBKB standar dan non standar yang dimaksud 

standar adalah objek umum. Setelah itu melakukan updet 

ZNT yang terbentuk dari NIR (Nilai Indikasi Rata-Rata). 

Tentuka PBB minimal jika ada. Pembuatan harga Resouce 

untuk menentukan NJOP per meter. Menentukan 

NJOPTKP sebagai pengurang. Setelah NJOPTKP 

terbentuklah tarif. Selanjutnya kita proses cetak masal dan 

otomatis PBB-P2 terhutang terbentuk. 

Pewawancara : Apa saja pak yang memengaruhi tarif ? 

Narasumber : Yang berpengaruh terhadap tarif adalah NJOP Bumi yang 

didapat dariNIR yang ada di setiap  ZNT dan bangunan dari 

DBKB serta NJOPTKP sebagai pengurang Rp 10.000.000. 

Pewawancara : Berapa besaran tari PB-P2 di Bondowoso pak? 

Narasumber :Kalau masalah tarif dan klasifikasi NJOP bumi dan 

bangunan itu ada di Peraturan Daerah Kabupaten 

Bondowoso nanti saya kasih juga. 

Pewawancara : Untuk pelaporannya bagaimana bapak? 

Narasumnber : Pelaporan dilakukan satu tahun sekali. Laporan tersebut 
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dilaporkan ke Dinas Pengelolahan Keuangan dan Aset 

Daerah. Pelaporan dilakukan oleh bidang akuntansi yang 

nantinya dijadikan unsur pendukung laporan 

pertanggungjawaban bupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11. Klasifikasi NJOP Tanah 
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Lampiran 12. Klasifikasi NJOP Bangunan 
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Lampiran 13. Kriteria kelas Bangunan 
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Lampiran 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010  
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Lampiran 15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 
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